Memmbang

Mengingat

BUPATI HULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPAT]I BULELENC
NOMOR STAHUN

TENTANG
SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan peIeTICANAAN,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
periu  didulung dengan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaiken, serta dikelola secara selsama,
terintegrasi dan berkelanjutan;

bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data
vang dihasilkan oleh Pemerintah Daersh melalui
penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;

hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indunesia, pengaturan Satu Data Indoncsin  dimaksudkan
untuk mengatur penyclenggoraan tata kelola Data yang
dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pengendalian pembangunan;

. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hwuf a, huraf b, dan huruf ¢, perlu meneiapkan
Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;

. Pasal 18 avat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,

Iindang-Undang Nomor 6Y ‘lahun 1958 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-dacrah Tingkat |1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
5234) sebagaimana tclah dmbah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2022 lentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun
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Nomor 1 Tahun 2005252 tentang Hubungan Keuangan Antars
Pemermitah Pusal dan Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara  Eepublik  Indoneria Tahun 2032 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
LTET

Peraluran Presiden Nomor 39 Tahun 20019 tentang Saiu
Data Indoncan (Lembaran MNegara Bepublik  Indonesis
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukwm  Daerah  (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam
Negeri Momor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alus
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum [Daerah  [(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoer 157);
Peraturan Menternn Perencanaan Pembangunan NMasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
MNomor 17 Tahun 2020 tentang Penpelolaan Portal Satu
Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1745);

. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun

2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam
Mendulung Sistern Statistik Nasional dan Satu Data
Indonesia [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH,

BAET
KETENTUAN UMLUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

P B e

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalah Bupati Buleleng,

Perangkat Daerah adalah Perangkal Daerah di lingkungan
Pemenntah Daerah.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data
pemerintah untuk menghasilkan Data yang akural, mutakhir,
terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, seria mudah
diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusal dan [nstansi
Daerah  melalui  pemenuhan Standar  Data, Metadata,

P
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Interoperabibitas Dala, dan menggunakan Korle Referensi dan

Prts fneut i rla [dzilia ®Ed1EA)
Qptu Data Dacrah adalah kebijakan lata kainia Ll ;

dengan kebijakan Satu Data Indunesia, untuk mendukung
PeTENCATIHAT, pelaksanann, evaluasi, dan pengencalian
pembanglinan di Daeiaali

Dala adalah catatan atas kumpulan fakla aau deskripsi
berupi angka, karakter, simbol, gambar, petd, tanda, isysrat,
{ulisan, suara dan/ alau bunvi, yang merepresentasikan
keadaan SeDenarmye aldu menunjuklenn  ountl pele, obpek,
kondisi, atau siluasi.

Data  Statistik adalah Data berupa angks tenfiang
karakterigtik atau ciri khusus sualu populas }'mtg__dlymrult‘h
dengan  cnra pengumpulan, pengolahan, penyajan, dan
analisis. _ . _
Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi
atau ukuran, dan/ateu karakteristik objek alam dan/atau
huatan manusia vang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan burmi. _

Prinsip Satu Data Daerah adalah memenubi standar D'?“.ﬂi
menggunakan kode referensi atau Data Induk, memiliki
Metadata, dan memenuhi kaidah Interoperahbilitas Data.
Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format
vang baku untuk menggambarkan Data. menjelaskan Data,
serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan
informasi Data.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling
berinteralsi.

Kode Referensi adalah  tanda  berisi  karakier yang
mengandung atau menggamberkan makna, maksud, atau
norma tertentu sebagai  rujukan identitas  Data vang
bersifar unik.

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam
proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden
tentang Satu Data Indonesia.

Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar
Data yang akan dikumpulkan pada lahun selanjutnya yang
disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.

Forum Satu Data Daerah adalah forum komunikasi dan
koordinasi antara Pembina Data Daerah, Wabdata tingkat
Dacrah, dan Walidata pendukung tingkat Dacrah dalam
pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah serta tata
kelola Data untuk mendukung proses perencanaan,
peluksunuan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di
Daerah,

Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah adalah
media bagi-pakai Data di tingkat Dacrah yang dapat diakses
melalui pemanfaatan teknologl informasi dan komunikasi.
Pembina Data Statisttk Daerah adalah instansi vertikal yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di
Daerah.

Pembina Data Geospasial Daerah adalah salah satu instansi

Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul

-



jaringan  Pemeriniah Dacrah  dalam  Jaringan  Informasi
Licospasial Nasional.

31 Walidata adalah  uanit  pada  Perangkat  Daerah  yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan
pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data seria
menyebarluaskan Data.

3 Walidata Pendulkung adalal unit pada NMeranghal Doerah yang
bertugas membantu - Wahdata melaksanakan  kegiatan
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Diata.

73, Produsen Data adalah unit Instansi Daerah dan Perangkat
Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data
berdasarkan kKewenatigan sesum  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan.

24, Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah,
persecrangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
menggunakan Data,

25 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah
serangkaian proses untuk mencapal  penerapan Sistem
Memerintahon Berbasis Elektronile yang efeldif, efisien, dan
berkesinambungan, serta layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang berkualitas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai
pedoman penvelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah dan instansi lainnya, untuk mendukung
perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan, sebagai pedoman bagl Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Satu Data yang akurat, mutekhir, terpadu, dan
dapat  diperlunggungjiawabkan, serta mudah dinkses dan
dibagipakaikan,

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupali ini yaitu

a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembanguou
sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah;

b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan;

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga
tercipta pCrencanaan dan perumusan kebijakan
pembangunan yang berbasis pada Data; dan

d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pembangunan YVang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. penyelenggara Satu Data Daerah;

b. penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan

c. pendanaan.
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RAR I
PENYELENGGARA SATU DATA AERAN

Baginn kesata
PenyvelongeEara

Pragal 5

Penyelenggara Satu Data Dacrah dilaksanakan oleh -

a. Pembina Dala;

k. Walidata,

c, Walidata Pendukung; dan

d. Produsen Data.

Pembina Dala sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurufl &,

mempunyal tugas :

4 memlxrikan  rckomendasi  dolam  proses  perencansan
pengumpulan Data; dan

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pembina Data scbagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

terdiri dari :

a. Mcmbine Data Statistik Tingkat Daerah; dan

b. Pemhbina Data Geospasial Tingkat Dacrah.

Pembina Data Statistik Tingkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu instansi vertikal yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di

Daerah.

Pembina Dala  Geospasial Tingkai Dacrah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} huruf b, yaitu Perangkaf [Daerah

vang melaksanakan wurusan pemerintahan di bidang

pengelola  simpul jaringan Pemerintah  Dacrah  dalam

Jaringan Informasi Geospasial Nasional/Perangkat Daerah

yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang.

Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mempunyai tugas :

a. memeriksa kesesuaian Data vang disampaikan aleh
Produscn Data scsual dengan Prinsip Satu Data Indonesia;

b, menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data
Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah; dan

¢. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan

pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan

bidang statistik.

Walidata scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b,

dalam fungsi sebagai penyelengpgaraan Satu Data Daerah

mengelola Data melalui Manajemen SPBE,

Walidata Pendulung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, membantu tugas Walidata.

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

berkedudukan pada Perangkat Dacrah yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati,

—
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Produsen Tt sehagmmang dimalsud pads ayat (1) hural d,
Ty Nigas

a memberikan masukan kepada Pembina Dala mengena

Standar Lata, Metadala, dan Interoperabilitag Dot
b, menghagilkan Data sesusi dengan  Pinsip Satu Liata
[nclonesiag dan
¢ menyompaikan Data beserta Metadata kepada Walidata
Produsen Data schagaimana dimaksud pads ayal (1] yaitu
Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dadan Lsaha
Milik Dacrah, dan instansi vertikal,

Bagian Kedua
Forum Salu Data Daerah

Pasal &

Pemerintah Daecrah membentul Forum Satu Data Daeran
vang ditetapkan dengan Keputusan Bupali.

Forum Satu Data Dacrah, sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) terdiri dari :

i. Pembina Data;

b, Walidata; dan

o, Walidata Pendubkung,

Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di | bidang
perencanaan pembangunan Daerah.

Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat
mengikutsertakan Produsen Data danfaltau phak lain vang
terkait, termasuk selain pemerintah.

Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pads ayal
(1], berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka
menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Saty
Data Daerah,

Forum Satu Data Daerah sebagnimana dimaksud pada ayat
{1} melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam
rangka melaksanakan tugasnya,

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam
pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
khususnya pada saat pengambilan kescpakatan, koordinator

girum_ Satu Data Doeroh meminta arahan Bupati/Pejabar
pati.

BAR 111
FENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri dari -
a. perencanaan Data;

b. pengumpulan Data;

c. pemeriksaan Data; dan

d. penyebarluasan Data.




Bapian Kesatu
Ferencanaan Dala

Paeal 8

(1} Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan,
berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di
tahun selanjuinya

(2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), paling sedikit memuat Data:

fRn e
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pendidikan;

kesehatan,

pekerjaan umum dan penataan ruang;
perumahan rakyat dan kawasan permulaman;

ketenteraman, ketertiban  umum, dan  pelindungan

masyarakat;

kebencanaan,

soszial,

tenaga kenja;

pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
pangan;

portanahan;

lingkungan hidup;

adminisirasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan;

komunikasi dan mmformatika;

koperasi, usaha kecil, dan menengah;
pcnanaman maodal;

kepemnudaan dan olah raga;

slatistik;

persandian;

kebudayvaarn;

perpustakaan;

kearsipan;

kelautan dan perikanan;

. pariwisata;

. perlanian;

. kehutanan;

.energi dan sumber daya mineral;

perdagangan;
perindustrian;
transmigrasi;

hh. pemberdayaan masyarakat adat; dan

(3] Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diltumpulkan di tahun selanjuinya  dilakukan
menghindari duplikasi.

{4] Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang akan dilumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan
berdasarkan:
a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesum

ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem

pemerintahan herbasis elektronik;

dengan

-



I kesepakninn Forum Satu Dala [darrah, dan/ atau
i, rekomendasi Pembina Dato

(%) Daftar Data yang akan dikumpulkan sehogmmana dirmaksud
piaela ayal | 1) memal:
a. Produsen Data untuk masing masing Data; dan
. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data

(6] Daflar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimakesud
pada aval (1), dapat  digunakan schapai  dasar  dalam
perencanaan  dan penganggaran programf kegiatan  Gagl
Peranghat Dacrah,

Bagian Kedua
Penpumpulan Data

Pasal 9

{1} Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan

a, Standar Data;
b. daftar Data yvang telah ditentukan dalam Forum Satu Data
Dacrah; dan
¢. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data,
{2] Data vang dikumpulkan oleh Produsen Data schagaimana

dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata.
Pazal 10

(1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2]
disampaikan kepada Walidata.

(2] Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada awar (1),
harus disertai :

a. Data yang tclah dikumpulkan;
b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
¢. Meladata yang melekal pada Data terscbult.

(3) Produsen Data melakukan update Data minmal & (enam)
bulan sekali dalam 1 {saetu] tahun,

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data

Pasal 11

(1) Data vang dihasilcan oleh Produsen Data diperiksa
kesesnaiannya dengan  Prinsip Satu Data Daerah oleh
Walidata.

[2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum
sesuai  dengan  Prinsip  Batu Data  Daerah, Walidata
mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

3} Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan,

sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
Pasal 12

{1} Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa
kescsuaiannya dengan Prinsip Satu Daerah olch Walidata,

]
1I\l-l
|



{1 Vsl pemerdiaminn Dado Proorios sebagaiman= domeakesord peaca
wvat (0], diperlesa kemiheli cilely Pemibana iata

M Dyakam hel Dhada Praociles yong disampesikai oleb Proliises

[ Wuten brluym seggim I'Ii'l'l.H:lIl. I TR Sty Llgda [laerah, Pemibana

Drarten mevgem b likan Dt teraebaat leepacda Waliclata

Walidala menyvampaikan  hasil |wrnr'|'|l-.'ﬂ:|rr-:r| Pembina [lata

sethagaimana cdhimaksod pacda ayat (2], kepada Produsen Data

Produsern Data memperbaiki [3ata sesuai hasil pemeriksaaan

sehagammanyg dimaksud pada ayvat (1) dan aval [2)

[+

Hagian Keempat
Menyebarluasan Data

Posal 13

(1] Penyebarluasan Data merupakan Ke@aidn pemberisn akses,
pendistribusian, dan berbagi pakai Data.

(2] Penyebarluasan Dala sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan cleh Walidata.

{3} Penycbarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui Fortal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan
Daerah dan media lainnya sesuai ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknolog.

(4} Portal Satu Data Daersh/Simpul Jaringan Daerah
menyediakan akses, meliputi:

a. Data;

b. Metadata;

c. Data Prioritas; dan

d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

{3) Portal Sata Data Dacrah/Simpul .Jaringan Daerah dikelola
oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan
bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Pazal 14

{1} Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diskses
melalui Portal Satu Data Daerah /Simpul Jaringan Daerah.
(2] Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna
gata EIm:lam.u'. Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan
aerah.

(3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan
akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Dacrah,
(4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat |3)
dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Daerah, .
(5) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada
ayat [3), pada Portal Satu Datn Daerah/Simpul Jaringan
Daerah dilaksanakan oleh ¢
a. Ws?Jidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah: dan
b, pejabal pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat
yang  bertanggungjawab i bidang  penyimpanan,
pendokumentasian,  penyediaan, dan/atau  pelayanan

informasi kepada publik untuk Penpgguna Data di luar
Perangkat Dacrah. '

Pasal 15

|



(1) Pepnggunn Dntn mengakses  [ala parda  Portal Sata liata
[daermh Simpul  doerngan Dasrabh tenpa hpungul - ey
AP

(2] Pengguns Diatn  selwpaimans dimaksue]  pads  awvat (1]
||1r'r1|£;.|l||-;,'-=|-.k; [haim abi Poortee] Sl Data [raerah f Shmpul Jerngsr
Dacrah  tidak memecukan  dokumen  nola  Kesepanamarn
penangian ke sama, danfatan dokumen surat permyataan

() Akses Data selan Pengguna Data scbagaimana dimiaksud pada
avat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang
uilngan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah i dibebankan

pada :
4. Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber pendapalan lain yang sah dan Udak mengikar sesual
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB WV
KETENTUAN PENUTUF

Pagal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memernintahkan pengundangan
Peraturan Bupati in] dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Buleleng,

Ditetapkan di Singaraja

|

Diundangkan di Singaraja =2 b 3
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR
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